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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam se jahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni
laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan
yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara,
serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini
merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD
NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002
merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada
masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya
mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini
sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI
Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam
menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRETARIS JENDERAL,

L
Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
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SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal
Ika merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan
bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular
disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang
berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan
mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah
konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma
fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-
cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga
sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian
pula slogan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan
yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya
terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi.
Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan
kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan
globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar
kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan
mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman
masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip
yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai



perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

*%kk

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak
kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan
terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan
bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham
dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama
menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun
1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap
relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama
sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan
peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan
pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR /2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan
MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun
1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar
utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas
jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk
kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), pelatihan
untuk pelatih (training of trainers), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui
media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta
dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara online maupun ofjlire.

k%K

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi
yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang
memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran
yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi.
Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan,
kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
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Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang
maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang
Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen
bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan
Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
“S fﬁyk -
/ _— \ b ,
Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
Wakil Ketua, Wakil Ketua,

s gL

DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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V.  RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC 1 DAN RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD
HOC, 25 MARET - 6 APRIL 2002
1. RAPAT KE-18 PANITIAAD HOCI BADAN PEKERJA MPR RI
1. Hari Senin
2. Tanggal 25 Maret 2002
3.  Waktu 10.00 WIB - selesai
4., Tempat Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua)
- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat Harun Kamil, S.H.
7.  Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati, lsf.
8. Acara Pembahasan Pasal 31 dan 32 Rancangan Perubahan
UUD 1945
9. Hadir 32 Drang
10. Tidak hadir 16 Orang
JALANNYA RAPAT :
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.05 WIB
1. Ketua Rapat : Harun Kamil

2.

Bapak, lbu sekalian mari segera buka sidang atau rapat pleno PAH I Badan
Pekerja MPR RI. Untuk itu rapat kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK1X

Mengingat bahwa jumlah fraksi yang hadir belum mencukupi dan kita masih
menunggu sampai setengah sebelas maka rapat diskors kembali untuk dibuka pada
jam 10.30 WIB. Untuk itu, rapat diskors.

KETOK2X

RAPAT DI BUKA KEMBALI PADAJAM 10:35 WIB

Ketua Rapat: Harun Kamil
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian waktu telah menunjukan 10.30 WIB dan fraksi
yang hadir ada 10 dan sudah memenuhi persyaratan. Dleh karena itu, skors dicabut.

Perubahan UUD 1945

KETOK1X




Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian pagi ini sesuai dengan undangan yang
kami sampaikan bahwa kita akan melakukan pembahasan Pasal 31 dan Pasal 32
tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini
telah hadir 10 fraksi dengan 26 anggota dan tentu akan bertambah terus, sedangkan
wawasan jadwal berikutnya itu selasa besok pagi kita akan bahas Pasal 33 dan 34
tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan siangnya kita membahas
terakhir tentang masalah pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar serta Peraturan Peralihan.

Oleh karena itu, pagi ini kita mulai dengan pembahasan tentang Pendidikan dan
Kebudayaan. Mudah-mudahan penerapan aspirasi ke daerah beberapa waktu yang
lalu memberikan informasi tambahan aspirasi maupun bisa melihat pikiran-pikiran
yang hidup di kalangan masyarakat daerah, khususnya Pasal 31 dan Pasal 32. Dan,
waktu kita sepakati bahwa kita lakukan pembahasan kembali terhadap apa yang telah
diputuskan pada waktu yang lalu. Berupa draf yang masih alternatif-alternatif dan
secara keseluruhan akan dibahas dalam periode di mana kita dilakukan konsinyering
untuk jangkau tertentu. Sehingga kita punya waktu yang cukup, terkonsentrir untuk
membahas merumuskan atau melobi. Merumuskan atas pembahasan yang kita
lakukan sebelumnya, termasuk pembahasan pada hari ini. Kita ketahui bahwa
mengenai pendidikan ini semula ada dua ayat itu tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran, dan yang kedua pemerintah mengusahakan dan
menyelenggaran satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan hasil diskusi hari itu istilah pengajaran apakah diganti dengan
pendidikan. Kemudian ditambah ayat: “Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara
dan pemerintah wajib membiayainya”. Itu disepakati seluruhnya. Kemudian ada
tambahan ayat bukan tambahan, tetapi Ayat (3) itu kemudian menjadi beberapa
alternatif. Kemudian tentang masalah anggaran dari pendidikan itu ada yang cukup
memprioritaskan. Ada yang selain memprioritaskan juga menyebutkan jumlah atau
angka yang tertentu yaitu 20% masuk dalam APBN.

Juga mengenai masalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada
dua alternatif. Sedangkan mengenai kebudayaan dari semula hanya satu ayat;
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian berkembang
menjadi tiga ayat. Kita, sudah, waktu itu ada kesepakatan, tapi coba kita kaji kembali.
Apakah sudah tepat dan cukup? Jadi sebagai mana kita sepakati untuk melakukan
pembahasan secara keseluruhan, baik Pasal 31, Pasal 32 yang dua-duanya adalah Bab
XIII dengan judul yang sama, yaitu mengenai masalah pendidikan.

Kita akan memberikan kesempatan kepada anggota rapat Pleno PAH I untuk
memberikan pendapat dan masukannya yang akan disampaikan secara bergiliran.
Untuk itu, kami membuka kesempatan kepada anggota Pleno PAH I memberikan
masukan pendapat bukan pendapatan, kami persilakan. Sebentar Pak, saya catat
kalau begitu Bapak Vincent, Bapak Erman, ya Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31
dan Pasal 32. Mau 31 dulu, baik kita ulangi.

Jadi yang kita sepakati kita bahas Pasal 31 dulu. Pak Ali Hardi, Pak Zainal,
Burhan, Astawa, Asnawi, Seto, sembilan Pak Anthonius, sepuluh Pak Soedijarto,
Luthfi, tiga belas Pak Amidhan. Khalas ya. Bilang aja mau daftar begitu tidak usah Pak
Warno diajak-ajak.

Saya ulangi supaya tidak ada yang ketinggalan yang pertama adalah Pak Vincen
T Radja, yang kedua Pak Erman Suparno, yang ketiga Pak Ali Hardi Kiaidemak,
keempat Pak Zainal Arifin, lima Burhanuddin Napitupulu, saya minta maaf nih kalau
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Burhanuddin Napitupulu kalau Baharuddin Aritonang alias Bambang, paling gampang
kalau Bambang dipanggil beres itu, saya minta maaf Pak Bambang eh Pak Baharuddin.
Enam Pak Astawa, tujuh Pak Asnawi, delapan Pak Seto, sembilan Pak Anthonius,
sembilan Pak Soedijarto, sepuluh Pak Luthfi ya, sebelas Pak Suwarno, dua belas Pak
Amidhan, empat belas Bapak Pataniari, tidak ada lagi ya?

Baik, kami mulai.

Yang pertama, Pak Vincent Radja kami persilakan.

3. Pembicara: Vincen T. Radja (F-KKI)

Selamat pagi Pimpinan, Bapak, dan lbu sekalian yang kami hormati.

Mengawali sidang, yang pada pagi hari ini, atas nama Fraksi Utusan Daerah,
kami ingin menyampaikan pandangannya F-UD terhadap Pasal 31 mengenai
Pendidikan dan Kebudayaan, dari Bab XIII.

Sebelum masuk pada materinya, kami ingin memberikan sedikit pedoman
bahwa F-UD setuju pada kata pengajaran digantikan dengan kata pendidikan. Hal ini
didasarkan pada historis yang kita alami selama ini karena pentingnya pendidikan.
Sehingga sejak tahun 1990-an kita melihat bahwa nama institut pendidikan seperti
pendidikan tinggi diberi nama (PTPG) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang
berpusat di tiga kota di Bandung, Padang Bukit Tinggi. Sedangkan tahun 1960
berubah menjadi (FKIP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan yang pada
tahun 70-an menjadi (IKIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana-mana
kita mendapatkan istilah pendidikan ini.

Demikian juga pentingnya pendidikan, sehingga dalam misi perguruan tinggi
disebutkan, bawah Tri Dharma itu adalah pendidikan yang pertama, di samping
pengajaran dan pengabdian masyarakat. Juga di dalam Tri Karma dan Tri Karya pun
pendidikan pun menjadi masalah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu,
mengenai materi yang ada di sini, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan untuk dibahas
atau sebagai wacana sebagai demikian.

Pertama “Setiap warga negara wajib mendapat pendidikan” untuk yang
pertama. Kedua “Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib
membiayainya’. Kata wajib di sini ini perlu mendapat tempat di dalam konstitusi.
Oleh karena..., kita melihat seperti di dalam "asmas” di NTT itu, saat ini rasio yang
masih sekolah terhadap buta sekolah adalah satu berbanding sepuluh, sangat
memperihatinkan sekali sampai saat ini.

Berdasarkan itu F-UD beranggapan bahwa kata wajib ini perlu dimasukkan
dalam konstitusi sejalan dengan Pasal 30, pertahanan negara juga disebutkan “Tiap-
tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
Demikian pentingnya pendidikan setara dengan pertahanan negara, sehingga kalau
pendidikan merupakan benteng SDM Indonesia maka pembela negara sebagai palang
pintu bela negara Republik Indonesia. Mengenai yang Kketiga “Pemerintah
mengusahakan dalam menindakkan satu sistem pendidikan nasional untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berahlak mulia yang
diatur dengan undang-undang”.

Butir keempat, Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengggaraan
pendidikan nasional.

Yang kelima, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
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kemajuan peradaban dan persatuan. Demikianlah pandangan dan masukan dari
Fraksi Utusan Daerah untuk menjadi pembahasan pada forum yang terhormat ini.
Sekian dan terima kasih.

4.  Ketua Rapat : Harun Kamil
Terima kasih Pak Vincent T Radja.
Selanjutnya kepada Pak Haji Erman Suparno atau Herman

5. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian Anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Membahas masalah Bab XIII, yaitu masalah Pendidikan dan Kebudayaan, dan
khususnya Pasal 31. Tentunya kami berpendapat bahwa di sini adalah ada hak dan
ada kewajiban, itu yang paling utama. Di sini hak yang dimaksud adalah hak warga
negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kewajiban, kewajiban ini harus
disepakati menjadi kewajiban Negara atau kewajiban Pemerintah.

Kalau di dalam beberapa alternatif itu menjadi kewajiban-kewajiban
Pemerintah, ada suatu pertanyaan. Bagaimana dengan kewajiban kalau Pemerintah di
sini disamakan dengan eksekutif. Bagaimana kewajiban legislatif. Karena berbicara
anggaran pendidikan tidak bisa hanya Pemerintah, harus ada persetujuan dengan
legislatif.

Nah, kembali kepada hak dan kewajiban kami berpendapat bahwa hak warga
negara untuk pendapatkan pendidikan substansinya itu. Dan kewajiban negara untuk
menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, kami berpendapat atau mengusulkan
untuk Ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Jadi
pengajaran kami setuju diganti pendidikan.

Kemudian berkaitan dengan kewajiban. Nah, kewajiban ini bukan Pemerintah,
tapi “Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur
dengan undang-undang”. Di sini mengubah kami maksud usul adalah mengubah
mengusahakan, karena bahasa mengusahakan itu konotasinya adalah kalau berhasil
syukur kalau tidak, tidak apa-apa. Namanya juga mengusahakan, tapi kalau wajib
menyelenggarakan, itu memenuhi hak warga negara. Itu mengenai hak dan
kewajiban.

Kemudian berkaitan dengan pengajaran diganti dengan pendidikan. Itu juga
terkait dengan judul babnya Pak. Jadi lebih logis kalau diganti, memang adalah
pendidikan.

Kemudian yang terakhir dalam masalah anggaran Pak. Anggaran ini ada yang
usul di dalam satu alternatif wajib disediakan minimum 20% dan memang ketika kita
ke daerah uji sahih itu mayoritas itu, apakah memang kebetulan kita itu ada di
university. Di dalam dengar pendapat itu, itu mengusulkan Pak, kepastian anggaran
itu. Tetapi ketika menyebutkan angka 20%, 20% terhadap APBN itu, apakah ini
sebagai minimum ataukah tidak usah disebutkan angkanya karena, nanti akan
mempengaruhi pembahasan anggaran APBN di dalam konteks memutuskan anggaran
pendidikan tetapi kalau wajib di adakan anggaran pendidikan sesuai dengan
kebutuhan atau prioritas begitu lebih baik. Ini mengenai anggaran Pak, mungkin
masih debatable mengenai anggaran, saya rasa demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
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6. Ketua Rapat : Harun Kamil
Terima kasih Pak Erman berikutnya Pak Ali Hardi Kiaidemak

7. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengenai Bab XIII tentang Pendidikan.

Bab XIII Pasal 31 dan sesuai kesepakatan kita dari awal dan bahkan dari apa
yang kami rekam dari daerah-daerah maupun pertemuan-pertemuan kita dengan
berbagai pihak, bahwa Bab ini memang perlu digabung antara Pendidikan dan
Kebudayaan. Jadi mengenai babnya kami bertetap untuk diubah menjadi Bab yang
bernama Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun isi daripada Pasal 31, memang kita maklumi bahwa ketika pendahulu
negara kita merumuskan Pasal 31 ini di mana disebutkan bukan istilah pendidikan,
tapi pengajaran. Karena nampaknya memang suatu istilah yang umum pada saat itu.
Namun, ketika terjadi perkembangan di dalam penggunaan bahasa Indonesia,
ternyata kemudian kita menemukan bahwa yang dikatakan pendidikan itu, itu
mencakup pengajaran dalam arti pemberi ilmu, yaitu proses belajar mengajar kalau di
sekolah. Tetapi bukan hanya dalam bentuk ilmu pengetahuan yang sifatnya retorik,
tetapi juga pendidikan itu mengandung pengertian suatu keteladanan.

Sehingga, kita menemukan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di
negara kita ada pendidikan yang menyatukan teori dan praktek. Banyak-banyak
pendidikan seperti itu, misalnya yang di Sumatera Barat yang terkenal itu, yaitu yang
menyatukan praktek dan teori sehingga Kayu Tanam apa itu namanya itu, ya Kayu
Tanam. Jadi di Jawa juga sudah banyak dan bahkan juga di mana-mana sudah muncul
model pendidikan seperti itu. Artinya, bahwa terdapat kesepakatan umum bahwa
pengertian pendidikan juga itu berupa pemberian teori-teori dan praktek-praktek.
Jadi kalau istilah dakwahnya bilisan dan bilhal.

Oleh karena itu, perubahan Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Fraksi PPP berketetapan
untuk menggunakan alternatif 3. Jadi apa di Ayat (1)-nya: “Tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pendidikan”, jadi bukan pengajaran lagi, karena pendidikan sudah
mengandung pengertian pengajaran di dalamnya.

Ayat (2): “Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan Pemerintah wajib
membiayainya”. Kedua ayat ini sudah kita kesepakati pada waktu pembahasan yang
lalu.

Adapun mengenai adanya alternatif dengan tambahan Ayat (3), (4), dan (5),
Fraksi PPP berpendapat pada alternatif 3 yaitu berbunyi: “Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman
dan takwa berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang’.

Sedangkan pada tambahan Ayat ke-(4), F-PPP memilih alternatif ke-2, yaitu
Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Mengapa demikian? Karena F-PPP, ia ingin mengubah image yang berkembang
selama ini yang telah mengabaikan bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan
investasi yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa ke depan. Kita ingat
betapa dulu Malaysia yang meminta bantuan guru-guru dari kita untuk mengajar di
sana. Padahal, sesungguhnya mereka waktu itu sudah membuat investasi besar-
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besaran pada bidang itu. Sehingga tenaga-tenaga pengajar mereka ditingkatkan
dengan menyekolahkannya ke luar negeri. Sehingga apa yang kita dapatkan sekarang
bagaimana kemajuan pendidikan di Malaysia sudah jauh di depan daripada Indonesia.

Oleh karena itu barangkali sudah waktunya kita melihat bahwa pendidikan itu
sebagai suatu investasi yang besar bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Sebab
kita maklumi bersama betapapun kita mengutamakan kemajuan-kemajuan material,
tanpa didukung oleh manusia-manusia yang berpendidikan dalam arti luas.
Berpendidikan dalam arti luas itu mencakup moral juga di sana, maka pembangunan
material yang maju itu menjadi sia-sia bahkan menjadi ajang daripada KKN.

Dan sementara juga di lain pihak kita akan berhadapan dengan saudara-saudara
kita yang karena akibat keterbelakangan pendidikan, menjadi orang-orang yang
hanya menjadi beban daripada anggaran negara itu sendiri. Nah, kalau Kkita
menyebutkan sekurang-kurangnya 20%, sekurang-kurangnya 20% itu sesungguhnya
di dalam kondisi volume anggaran yang bagaimanapun tetap dia menyesuaikan. Kalau
volume anggarannya besar, dia pun menjadi besar. Kalau volume anggarannya kecil,
dia pun mengecil. Jadi tidak akan terlampau menjadi beban, ini kalau kita mau betul-
betul memperhatikan masa depan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kita harus berani sebetulnya, sebab kita pun merdeka dulu modalnya berani.
Jadi kalau kita merdeka berani, mengisi kemerdekaan juga kita harus tetap modal
berani itu harus kita bawa. Dengan mencanangkan sekurang-kurangnya 20%
anggaran pendidikan. Maka, segala sektor kita akan upayakan untuk bisa menunjang
pemenuhan anggaran pendidikan seperti itu. Itulah beberapa pemikiran daripada F-
PPP yang pada hakikatnya pendidikan merupakan investasi yang paling mendasar
daripada pembangunan bangsa dan negara kita.

Adapun mengenai alternatif atau apa Ayat (5) F-PPP memilih pada alternatif ke-
2 yang berbunyi, Ayat (5): “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
yang tidak bertentangan dengan nilai agama untuk kemajuan peradaban
kesejahteraan umat manusia”. Saya kira ini cukup jelas karena kita membangun ilmu
pengetahuan dan teknologi tanpa memperhatikan nilai agama, peradaban, dan
kesejahteraan manusia. Maka itu akan menjadi bom untuk menghancurkan nilai-nilai
kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini patut kita sepakati bersama.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

8. Ketua Rapat : Harun Kamil
Wa “alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.
Terima kasih Pak Ali Hardi, berikutnya Bapak Zaenal Arifin kami persilakan.

9. Pembicara: Zaenal Arifin (PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Apa yang akan ingin kami sampaikan itu, sebenarnya berangkat dari hasil-hasil
aspirasi masyarakat dan kemudian juga hasil-hasil dari Tim Ahli yang pada waktu itu
kita minta pendapatnya. Dan demikian saya mohon maaf sekiranya banyak hal-hal
yang saya ingin kemukakan di luar atau ke luar daripada kesepakatan-kesepakatan
yang sudah ada di dalam ini.

Berangkat daripada sejarah bangsa ini, mau tidak mau memang kita harus
mengatakan bahwa tahun 28 di mana deklarasi Sumpah Pemuda itu dikemukakan
atau diterbitkan. Kemudian juga pada waktu revolusi tahun 1945. Semuanya adalah
hasil daripada suatu pendidikan. Jadi tidak cukup hanya keberanian saja Pak
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Kiaidemak, tapi sebenarnya justru karena ada pendidikan maka harga diri dari bangsa
itu bangkit.

Dan itulah sebenarnya bangsa itu kemudian menanyakan pada dirinya berhak
untuk merdeka. Ini hal-hal yang menguatkan pikiran saya bahwa pendidikan menjadi
satu hal yang paling dasar dan harus kita perbincangkan dengan sebaik-baiknya.

Pernah kami ketemu dengan Prof. Dr. Slamet Imam Santoso. Beliau
menceritakan bagaimana pada tahun 1945 itu apa yang menjadi tugas beliau ketika
ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah mendapat tugas apabila
Indonesia tidak merdeka, apanya menjadi tugas apa, yang harus dikerjakan oleh
bangsa ini. ltu adalah satu Tim Kecil yang dipimpin Pak Prof. Dr. Slamet Imam
Santoso. Dan ternyata apa yang ingin dicapai apabila Indonesia tidak merdeka itu
adalah kembali pada keinginan agar pemerintah Belanda menyelenggarakan suatu
pendidikan bagi bangsa Indonesia. Di situ diperlukan secara terperinci pendidikan-
pendidikan apa yang harus dibuat.

Di dalam perjalanan selanjutnya sesudah revolusi ternyata kita tidak terlalu
memberikan porsi yang banyak bagi pendidikan, porsi kita terlalu banyak mungkin
pada politik, pada ekonomi sehingga tadinya pendidikan yang mengangkat bangsa ini
menjadi atau mendapat tempat yang kurang layak, kurang pas begitu.

Kedua, yang ingin saya telaah yang ingin kami dapatkan dari Tim Ahli itu adalah
bahwa bagaimana sekiranya pendidikan dan kebudayaan itu dipisahkan di dalam dua
Bab yang berbeda. Alasannya cukup kuat, di mana pendidikan pada dasarnya akal
atau pondasi daripada pendidikan itu adalah agama, filsafat, dan antara lain adalah
kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan itu bagian daripada suatu kebudayaan.
Sehingga bagus juga dan saya kira pada tempatnya apabila kebudayaan mendapat
otoritas mandiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Agar supaya juga pendidikan atau kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai satu
tradisi atau kesenian begitu atau suatu kebudaayan daerah saja atau tradisi-tradisi
daerah. Tapi kebudayaan sebagai suatu kebudayaan bangsa yang di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 usaha kebudayaan itu hanya masuk di dalam Penjelasan. oleh
Tim Ahli itu ingin diangkat sebenarnya, yaitu adalah bagaimana kebudayaan-
kebudayaan asing itu bisa dicerna dan menjadi satu hal yang positif bagi bangsa ini.
Jadi kebudayaan itu sebenarnya harus dilihat di dalam ruang lingkup yang lebih luas
dari hanya sekadar kebudayaan atau tradisi-tradisi daerah.

Ketiga, yang menarik dari Tim Ahli adalah membedakan antara pendidikan dan
pengajaran. Ini dua yang barangkali akan memudahkan kita nantinya menata. Di
mana apa-apa saja tugas dari siapa-siapa saja bertugas dalam soal pendidikan. Siapa-
siapa saja bertugas dalam pengajaran. Pendidikan kelihatannya merupakan tugas
daripada seluruh bangsa ini tidak terkecuali tidak hanya Pemerintah, tetapi juga
keluarga juga masyarakat.

Sedangkan, pengajaran itu memang tugasnya dari Pemerintah. Dengan
demikian, usul dari Tim Ahli ini ada dua, Pasal 31 khusus mengenai pendidikan, Pasal
32 mengenai Pengajaran.

Kami bacakan sedikit di sini atau barangkali kalau sekiranya rekan-rekan bisa
membaca atau mempelajarinya. Pendidikan dan pengajaran Pasal 31: “Pemerintah
mengusahakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa
Indonesia yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berakhlak,
berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju, dan mandiri”.

Ini satu ayat pertama hanya kita bisa diskusikan isinya tapi saya dari tadi mau
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bicara formatnya saja Pak.

Kedua, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Jadi, kelihatannya soal
pendidikan itu kita tidak bicara kuantitas saja kita harus bicara kualitatif, kualitatif itu
ukurannya, yang dimisal diukur, begitu.

Nah, kelihatannya ukurannya di sini adalah pendidikan mencerdaskan
kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia
ini lebih mudah diukurnya. Dibandingkan dengan hal-hal lain kata-kata yang kita
tidak bisa mengukur, jadi pendidikan memang memberikan harkat kita itu naik di
mata dunia. Jadi ada perbandingannya terhadap pendidikan-pendidikan di dunia jadi
kita tidak bisa melakukan pendidikan hanya kuantitatif dan itu kemudian kita sendiri
di dalam, tapi kita punya ukuran bagaimana perbandingannya terhadap pendidikan-
pendidikan di luar.

Ketiga, pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai
modal bagi pembangunan bangsa ini adalah sehubungan dengan yang pertama itu
merupakan pertama bahwa pendidikan itu merupakan bangsa ingin merdeka dan
bangsa ini ingin bersatu.

Keempat, pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan
harmonis antara Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Ini adalah siapa yang di
anggap bertanggung jawab seluruh bangsa ini bagian dari bangsa ini. Ini adalah yang
disebutkan bahan pendidikan kemudian apa yang disebutkan pengajaran.

Pasal 32 tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran sebagai bagian
dari proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur. Jadi pengajaran yang
sebagai bagian daripada pendidikan, daripada proses pendidikan. Jadi demikian.

Kedua, Pemerintah dan masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang bermutu yang diatur dengan undang-undang.

Jadi sistem pengajarannya itu harus dibikin oleh Pemerintah dan itu harus
sejalan dengan pendidikan yang terencana.

Ketiga sistem pengajaran nasional memperhitungkan realitas kebhinekaan
bangsa serta bersikap demokratis dan non diskriminatif. Ini adalah sifat daripada
pendidikan.

Keempat, saya perlu sampaikan juga walaupun saya sendiri belum setuju
dengan Pasal ini, yaitu status dan kedudukan guru dilindungi dengan undang-undang
ini usul dari Tim Ahli.

Jadi ini adalah Pasal 31, 32 yang oleh Tim Ahli diusulkan itu adalah
membicarakan mengenai pendidikan dan pengajaran. Kebudayaannya akan
dibicarakan sendiri sedikit lagi dalam Bab tersendiri begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

10. Ketua Rapat: Harun Kamil
Wa'alaikum salam.
Terima kasih Pak Zaenal, berikutnya Pak Baharuddin Aritonang.
Silakan.

11. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)
Selamat pagi.
Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
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Saya akan memulai pandangan kami ini dari catatan kecil tentang kekagetan
teman-teman atas kehadiran saya tadi pagi. Saya sih bisa maklum karena Ketua PAH I
saja berbatik karena memang mau bersiap-siap ke jalan Gajah Mada katanya. Wajar
kalau heran. Tapi itulah juga untuk sikap kami fraksi kami memandang pembahasan
penyelesaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini amat serius. Karena itu
apapun yang terjadi kita tetap untuk hadir dan menunjukan sikap kita. Ini perlu kami
pertegas supaya jangan lagi nanti ada yang terheran-heran. Walaupun ada yang
membolak-balik nama itu bukan bagian dari keheranan saya yakin itu karena
kelupaan saja, dan kami tidak juga perlu harus untuk tidak hadir atau untuk
memboikot.

Saudara-Saudara sekalian dari beberapa pandangan teman tadi dari awal itu
banyak yang sepakat dengan sikap yang akan kemukakan oleh fraksi kami Fraksi
Partai Golkar yang menyangkut bidang pendidikan dan kebudayaan ini. Terus terang
kami memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang sudah
berulangkali kami sampaikan, betapapun karena itu juga kami berasal dari
pandangan dasar kami ditambah dengan Tim Ahli seperti yang dibilang teman tadi.
Bahkan juga hasil "asmas” ini agak senang ini bapak "asmas” yang hadir saya lihat di
sini. "Asmas” Pak Luthfi, ini saya bilang Pak "asmas”, aspirasi masyarakat yang baik
pada beberapa waktu lalu kita lakukan maupun sebelum-sebelumnya.

Nah, pandangan itu kemudian kami berikan catatan yang pertama adalah
tentang Pasal 31 Ayat (3) kami tetap memilih alternatif ke-3, yakni bahwa
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional
untuk meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Kami perlu tegaskan ini karena memang hak maupun kemudian
penyelenggaraan dan tujuan yang memang pada dasarnya bersifat kualitatif. Karena
itu catatan-catatan seperti ini kami sampaikan kenapa harus iman dan takwa. Kami
melihat ini adalah suatu ruh daripada perilaku individu nanti yang akan tercermin
dari akhlak mulia yang lahir daripada pendidikan itu sebagai produknya.

Ya, tentu akhlak mulia yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari katakanlah kehidupan. Pak Asnawi mohon saya dikoreksi kalau kurang bagus
nanti. Hablumminannas dalam kehidupan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari
yang ada fumily yang tentu juga itu harus dilengkapi dengan Pak Asnawi nanti kalau
catatan itu kurang bagus. Bukan hanya sekedar hablumminallah, peribadatan yang
berhubungan dengan yang di atas. Artinya adalah produk yang lebih paripurna hasil
pendidikan itu, ini yang pertama.

Kemudian Pasal 31 Ayat (4) kami memilih alternatif 2. “Negara wajib
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”. Kami anggap bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar perlu kita buat terobosan, terus terang ini juga jadi
perdebatan selama ini, 20% itu. Apakah itu bisa. Apakah itu tidak menjebak. Ketika
penyelenggaraan negara nanti tidak mampu untuk melaksanakannya apakah
kemudian dia akan menyimpang daripada Undang-Undang Dasar.

Nah, hal-hal seperti itu tapi memang kita ingin membuat, menunjukkan
keseriusan kita bahwa memang pendidikan adalah faktor yang paling penting dalam
pembentukkan manusia Indonesia. Karena itu kami amat senang tadi catatan yang
dikemukakan oleh teman kami, yang soal-soal keberanian yang dia catat. Teman kami
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di lapangan tenis, ini musuh kami di lapangan tenis, teman di sini. Ini soal keberanian,
bahkan ketika dia mengatakan soal keberanian saya katakan sama Pak Hobes tadi
“merdeka” saya bilang. Pak Hobes langsung menyambut.

Saudara-Saudara sekalian karena itu kami catat itu dan kami ingin tetap
mempertahankan itu. Betapapun barangkali nanti dalam diskusi kita itu masih tetap.
Karena juga asas demokrasi bisa kitadiskusikan dan tidak perlu mengingat.

Saudara-Saudara sekalian, kemudian kami beranjak pada Pasal 31 Ayat (5),
kami memilih alternatif 2 bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia”.

Catatan ini amat penting bagi kami. Bahwa perkembangan iptek, sains dan
teknologi tidak akan mungkin dibendung dan kita pasti bersahabat dengannya.
Persoalannya kemudian iptek itu jangan sampai kemudian bertentangan dengan nilai-
nilai agama. Di hadapan kita sekarang jelas sekali itu, tentang katakanlah sekarang
yang lagi berkembang “kloning’. Tidak akan mungkin "kloning” umat manusia untuk
kita terima, katakanlah di sini betapapun itu adalah bagian daripada perkembangan
iptek. Persoalan-persoalan seperti ini, tapi untuk kesejahteraan umat manusia bahwa
perkembangan iptek itu yang tidak bertentangan dengan nilai agama, tetap
merupakan pandangan yang kami ingin perjuangkan.

Saudara-Saudara sekalian, itulah beberapa catatan yang ingin kami sampaikan
dari fraksi kami, Fraksi Partai Golkar. Dan tentu mudah-mudahan nanti ini bisa kita
diskusikan bersama untuk menghasilkan sebuah, katakanlah keputusan bersama
yang bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

Barangkali itu saja mohon maaf yang kurang berkenan Ketua. Jangan bolak-
balik lagi nama saya Ketua.

Sekian terima kasih.

Wabilahitau fik ~ walhidayah,  Wassalaamu  ‘alaikum  warahmatullaahi
wabarakaatuh.

12. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ‘alaikumus salam.

Terima kasih Saudara Baharuddin Aritonang, Sarjana Apoteker Farmasi. Baik
terima kasih kami persilakan selanjutnya Pak Astawa.

13. Pembicara: I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Ibu dan Bapak-Bapak Anggota PAH I yang
terhormat.

Menyangkut pembahasan Bab XIII perkenankan fraksi kami mengajukan
beberapa pendapat.

Pertama, kalau menyangkut soal judul. Menangkap dari aspirasi-aspirasi yang
masuk selama kita mengadakan penyerapan aspirasi. Ternyata mengenai judul ini
pun banyak ada beberapa pendapat, yaitu ada Bab XIII ini menghendaki judulnya
tetap pendidikan dan kebudayaan. Tetapi di pihak lain ada juga yang menyarankan
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Berkaitan dengan itu maka fraksi kami
berpendapat bahwa pendidikan dalam arti luas pada hakikatnya sudah mencakup
pengajaran, di mana sistem pengajaran merupakan upaya pendidikan melalui tatanan
atau sistem tertentu.

Selanjutnya, mengenai kebudayaan.

Memang di dalam kita, kata kebudayaan ini perlu tetap kita cantumkan karena
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kebudayaan mempunyai nilai-nilai luhur merupakan landasan untuk
mengembangkan pendidikan. Dan di pihak lain kebudayaan merupakan output dari
pendidikan. Oleh karena itu, maka kami sarankan judulnya tetap sebagai mana judul
pada lampiran Tap. XI/MPR /2001, yaitu Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya menyangkut Pasal 31 Ayat (1) dan (2) di sinipun, aspirasi itu
berkembang bahwa ada yang menyarankan Pasal 31 Ayat (1) itu, “Tiap-tiap warga
negara tidak hanya berhak, tetapi juga wajib mendapatkan pendidikan”. Kami
berpendapat bahwa di dalam pengertian luas pendidikan maka tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan, sesuai dengan pasal rumusan Pasal 31 Ayat
(1) lampiran Tap XI.

Namun demikian, mengingat bahwa pendidikan dasar merupakan syarat
minimal dan syarat utama dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, maka
pendidikan dasar wajib untuk diikuti warga negara dan Pemerintah wajib
membiayainya. Oleh karena itu, rumusan Pasal 31 Ayat (2) adalah tetap, “Pendidikan
dasar wajib diikuti warga negara dan Pemerintah wajib membiayainya”.

Selanjutnya untuk Pasal 31 Ayat (3).

Ada beberapa alternatif-alternatif, kami menyarankan adalah alternatif 1
dengan catatan bahwa untuk apa pendidikan itu dicantumkan dalam satu bab, dalam
satu ayat tersendiri jadi tujuan pendidikan dicantumkan dalam satu ayat tersendiri.
Jadi Ayat (3), “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang’. Kemudian mengenai Ayat
(4) dari aspirasi yang berkembang sebenarnya seluruhnya kalau kita bisa simpulkan
tidak ada yang tidak ingin menempatkan pendidikan itu yang merupakan satu hal
yang harus betul-betul mendapatkan perhatian kita. Jadi semuanya menganggap
bahwa amat sangat penting pendidikan itu cuma mungkin di dalam perumusan yang
menyangkut ini ada beberapa pendapat. Yaitu, satu cukup dengan memprioritaskan
yang satu lagi tidak cukup itu. Tetapi harus secara definitif dicantumkan berapa
anggaran yang minimal, yaitu 20%. Berkaitan dengan itu, kami dapat memahami
semua pendapat mempunyai reasoning yang luhur, yaitu untuk memajukan
pendidikan. Akan tetapi, kami cenderung untuk memilih alternatif 1 mengingat
bahwa agar ada fleksibilitas.

Sebenarnya dengan istilah memprioritaskan, bagi Pemerintah negara sudah
mengandung kewajiban untuk memberikan alokasi anggaran yang optimal yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu di satu pihak dan kemampuan
Pemerintah negara di pihak lain. Jadi ada keseimbangan. Sehingga dengan
memprioritaskan ini kalau memang kemampuan Pemerintah itu mampu mungkin
jauh lebih daripada 20% pun itu akan diberikan kepada anggaran pendidikan.

Selanjutnya mengenai Pasal 31 Ayat (5).

Di sini Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Timbul
pertanyaan, sebenarnya tujuan pendidikan bukan hanya mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi tetapi juga iman dan takwa. Oleh karena timbul
permasalahan, pertanyaan bagi kami bahwa seyogyanya alternatif ini kita mungkin
tidak perlu cantumkan. Karena sebenarnya semua, baik ilmu pengetahuan, maupun
iman dan takwa ini harus kita kembangkan bukan hanya teknologi. Walaupun kami
menyadari pendapat ini bahwa dilandasi oleh karena kemajuan teknologi yang begitu
pesat, kami dapat menyadari. Namun demikian, mungkin dengan mencantumkan
perumusan nanti pada tujuan pendidikan nasional. Itu sudah dapat sebenarnya hal-
hal yang dimaksud pada Ayat (5) ini tertampung.
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Kemudian sebagai tambahan yang mungkin perlu kami sarankan adalah adanya
satu ayat tambahan yang menyangkut tujuan pendidikan yang merupakan penjabaran
dari tujuan nasional yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekian, terima kasih.

14. Ketua Rapat: Harun Kamil
Terima kasih Pak Astawa, berikutnya Pak Asnawi Latief.

15. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Bicara tentang Bab XIII Pasal 31, fraksi kami sebenarnya dari awal itu banyak
sejalan dengan konsep Tim Ahli, seperti dikutip oleh Pak Zaenal tadi. Sebab apa? Di
dalam kaidah Bahasa Arab, tarbiyah dengan dirasah itu ada beda. Tarbiyah itu lebih
mengisi hati itu pendidikan, sedang dirasah ngaji istilah kita di pondok itu mengisi
otak di dalam proses belajar mengajar tidak ada proses mendidik-pendidik itu selalu
dikatakan di sekolah itu proses belajar-mengajar.

Jadi oleh karena itu, kami menginginkan judul ini pendidikan dan pengajaran.
Sedangkan kebudayaan supaya disendirikan seperti konsep Tim Ahli persis pikiran
yang dilakukan oleh Pak Zaenal tadi. Sebab apa, salah satu pondasi ilmu pendidikan
disamping agama, filsafat, sosial. Menurut mereka ini adalah kebudayaan dengan
perkataan lain pendidikan hanyalah merupakan bagian dari kebudayaan secara
umum. Itulah sebabnya kebudayaan harus memiliki otoritas yang mandiri dalam
Undang-Undang Dasar yang diperbaharui ini.

Tempo hari kami sudah menyatakan bahwa kebudayaan ini, ibarat bola sama
dengan koperasi lempar sana lempar sini. Dulu cuma koperasi dan transmigrasi
dipindah ke sana ke mari. Sekarang gilirannya adalah kebudayaan sekarang dititipkan
ke pariwisata. Padahal kebudayaan ini adalah merupakan cabang, puncak dari ilmu
pengetahuan. Kebudayaan dalam bahasa arab nama tamaddun lahirlah beberapa
ilmu-ilmu termasuk ilmu pendidikan. Tetapi, kita tempatkan sendiri pendidikan itu
sama dengan pengajaran padahal lain. Jadi persis apa yang dikatakan Pak Zaenal saya
sependapat bahwa Bab ketika nanti kita bicara Pasal 32 itu hendaknya babnya itu bab
kebudayaan cuma kita perkaya pasal-pasalnya.

Adapun usul dari Tim Ahli yang di sana menguraikan tentang pengajaran
barangkali rumusan itu bisa disatukan di dalam Bab XIII ini Pendidikan dan
Pengajaran. Sebab di dalam argumen yang dikemukakan oleh pengusul Tim Ahlj,
pasal ini memungkinkan dicapainya secara konkret prinsip-prinsip pendidikan yang
telah diuraikan sebelumnya karena hanya dalam bentuk pengajaran dapat
dipergunakan patokan-patokan keberhasilan seperti sifat terencana, keteraturan, dan
keterukuran.

Diusulkannya pasal ini untuk mengukuhkan pendirian bahwa setiap individu
berhak atas pertumbuhan talentanya secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah
perlu mengatur sistemnya, menjamin dengan undang-undang serta menyediakan
pembiayaannya yang sepadan dan seterusnya.

Jadi oleh karena itu, menurut kami alangkah baiknya kalau dua kata ini menjadi
satu judul dari bab ini. Pendidikan dan pengajaran dua-duanya tidak bisa dipisahkan,
tapi kalau kebudayaan itu terlalu mengecilkan kebudayaan seakan-akan kebudayaan
itu bagian kecil dari pendidikan, padahal bukan. Kebudayaan itu melahirkan beberapa

12 Perubahan UUD 1945



ilmu-ilmu termasuk ilmu filsafat.

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan, kalau boleh fraksi kami mengusulkan Bab
XIII ini diubah judulnya. Adapun mempadukan usulan dari Tim Ahli yang kita hire,
kita kontrak mereka cukup mahal enam bulan, masak terus kita biarkan saja hasilnya
ini tanpa guna, barangkali perlu diteliti ulang. Jadi misalnya begini, konsep yang telah
kita sepakat dulu sebagai konsep, yaitu Pasal 31 Ayat (1) dan (2), "Tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran misalnya’. Jadi pendidikan
dan pengajaran.

Dan yang kedua, saya setuju bahwa “Pendidikan dasar diikuti warga negara dan
Pemerintah wajib membiayai”. Ini bagian dari implementasi bahwa dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar tugas negara itu adalah mencerdaskan bangsa, maka itu
kewajiban negara untuk mendidik dan mengajar anak bangsa ini supaya menjadi
cerdas dan terdidik.

Oleh karena itu kalau boleh kita memilih dari rumusan-rumusan ini yang sudah,
maka kami memilih dalam bab yang sudah terumus dalam beberapa alternatif ini
terutama pada Ayat (3), itu memilih alternatif 3, yaitu “Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran nasional”. Jadi ada
pengajaran untuk meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini cerdas itu ada
pengajaran, tapi iman itu adalah pendidikan, itu melalui pendidikan. Mengisi hati itu
adalah pendidikan. Jadi dikombinasikan apa yang dikemukakan Pak Zaenal tadi itu,
tidak berdiri sendiri pengajarannya, tetapi dikombinasi masuk di situ Pak. Jadi
bagaimana perumusannya kita diskusikan lebih lanjut dalam Tim Perumus.

Demikian pula pada Ayat (4).

Karena memang dalam penyerap aspirasi itu hampir semuanya terutama
perguruan tinggi menginginkan agar ditetapkan prosentase bahkan bukan 20%, 25%.
Jadi kalau tidak mungkin 25% ya 20% seperti di konsep ini. Fraksi kami memilih Ayat
(4) “Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya’, ini
kan “sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran
pendidikan dan pengajaran nasional”.

Jadi semua yang bunyi pendidikan usul kami ada pengajaran. Dengan demikian,
tertampung usul Tim Ahli itu untuk berdiri sendiri pengajaran, tetapi sudah masuk di
dalam bab ini, yaitu Bab Pendidikan dan Pengajaran. Kemudian, dan kebudayaan
nanti kita bicarakan sendiri pada Pasal 32 nanti.

Selanjutnya, mengenai alternatif tambahan Ayat (5). Kami condong memilih
Ayat (5), sekarang alternatif 2 Ayat (5). Alternatif 2 Ayat (5) ini memillih alternatif 2,
yaitu "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak
bertentangan dengan nilai agama untuk memajukan peradaban dan sejarah umat
manusia”. Kalau ilmu pengetahuan itu jelas netral, tapi teknologi itu bisa dijual dan
bisa membahayakan umat manusia sendiri. Bom atom itu adalah teknologi. Kloning
misalnya sekarang ini, itu teknologi itu bisa diperjualbelikan. Tapi, ilmu pengetahuan
itu transfer tanpa membeli tapi kalau sudah teknologi itu memang bisa dibisniskan
dan juga bisa berbahaya.

Oleh karena itu, karena kita umat yang beragama bangsa kita bangsa beragama
supaya alih teknologi itu jangan semena-mena, tetapi harus di nilai dari nilai-nilai
agama dan budaya kita untuk kesejahteraan umat manusia.

Jadi oleh karena itu, barangkali rumusan alternatif 2 ini lebih memadai dengan
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sekarang ini sedang diproses RUU tentang Sistem Nasional Pengembangan Penelitian
dan Penerapan Ilmu dan Teknologi di bawah Menristek. Itu juga khusus untuk
teknologi sudah dipatok tidak bertentangan dengan ini. Jadi ini sejalan dengan RUU
ini yang sekarang hampir diselesaikan oleh Komisi VIII dan Pak Toni termasuk salah
satu Pimpinan Pansus mengenai RUU itu.

Jadi oleh karena itu, memang sesuai sekali ini alternatif 2 di dalam memagari
teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemajuan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia.

Terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil
Wa “alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.
Terima kasih Pak Asnawi, berikutnya pembicara ke delapan Pak Seto Harianto.

17. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima Kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian Anggota PAH I yang
saya hormati.

Yang pertama, saya dari Fraksi PDKB. Di dalam kerangka menyampaikan
tentang Bab XIII dengan judul Pendidikan dan Kebudayaan. Mengenai judul bab kami
tidak memiliki keberatan kalau ini tetap digunakan judulnya Pendidikan dan
Kebudayaan. Hanya dengan catatan bahwa persoalan terminologi yang kita gunakan
adalah satu terminologi bahasa yang merupakan kesepakatan, perkembangan
kesepakatan karena saya tidak bermaksud dan tidak ingin bahwa rumusan Undang-
Undang Dasar 45 yang dulu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pengajaran itu, lalu seolah-olah salah atau rendah. Karena pengertian
pengajaran pada waktu itu sebetulnya menyangkut persoalan akhlak karena anak
yang nakal yang akhlaknya rendah pada waktu itu kurang ajar bukan kurang didik.

Bahwa perkembangan bahasa kita menempatkan pengajaran di dalam kerangka
pendidikan itu kesepakatan dan saya kira itu bisa saja kita sepakati. Tapi saya hanya
mau mengatakan jangan sampai nanti di dalam perkembangan bahwa amendemen ini
menggunakan istilah pendidikan karena pengajaran dulu salah, bukan. Tapi karena
perkembangan kesadaran perkembangan kesepakatan bahasa.

Yang kedua, menyangkut Pasal 31 Ayat (1) dan (2). Pada dasarnya fraksi kami
menyetujui dengan kesepakatan yang sudah ada dengan rumusan yang sudah ada dan
mendukung catatan-catatan bahwa memang pengertian wajib itu di dalam undang-
undang harus diberikan sanksi-sanksi. Karena pengertian wajib di dalam satu
peraturan perundang-undangan tentu atau biasanya memiliki sanksi dan dalam
undang-undang nanti disusun atau dijabarkan sanksinya apa.

Kemudian menyangkut Ayat (3), Ayat (3) memiliki tiga alternatif yang pada
hemat saya sebetulnya bisa menjadi satu atau setidak-tidaknya bisa kita kerucutkan
menjadi dua alternatif saja. Mengapa, karena pada dasarnya kan ketiga alternatif
sepakat untuk  merumuskan bahwa  “Pemerintah  mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-
undang”.

Tadi ada tambahan kata “wajib” itu saya kira boleh-boleh saja. Tetapi kemudian
dalam alternatif ke-2 ada tambahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membentuk manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan pada alternatif 3 ada
tambahan satu beriman dan takwa. Pada hemat saya marilah kita mencoba mencari
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kesepakatan tentang makna di balik kata-kata itu. Pada hemat saya ketika kita
mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berbicara tentang hidup yang
cerdas, tentang kehidupan yang cerdas. Bukan tentang orang yang cerdas. Dan kalau
kita bicara tentang kehidupan yang cerdas, kita bicara hal-hal hidup yang cerdas itu
menyangkut apa saja itu. Artinya, pertama-tama tentu menyangkut manusianya
sendiri. Selain manusianya yang cerdas, tapi juga menyangkut sarana prasarananya
dan juga alam lingkungannya, lingkungan alam sekitarnya.

Bagaimana kita menata supaya lalu menciptakan kehidupan yang cerdas lalu
kalau kita bicara tetang manusianya kita kan sudah sepakat bahwa manusia
diciptakan sebagai jasmani dan rohani. Artinya, manusia yang cerdas itu yang
hidupnya cerdas. Manusia yang hidupnya cerdas adalah kalau saya menggunakan
istilah Pak Aritonang yang tentu memenuhi apa yang disebut habluminallah dan
habluminannas. Lalu, persoalannya kan ini kan menyangkut sudah akhlak mulia tadi,
ini kan sudah menyangkut keimanan dan ketakwaan.

Jadi ini perlu kita sepakati gitu apa yang dimaksud hidup yang cerdas. Tetapi
saya bisa mengerti bahwa oke ada sekarang dan kadang-kadang ada keinginan kita
untuk memberikan tekanan-tekanan. Selain dia bertujuan juga untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, tapi juga mau iman takwa, tapi setidak-tidaknya iman takwa dan
berakhlak mulia ini dipilih salah satulah. Karena itu dua hal yang menurut saya sangat
komplementer dan tadi bahasanya apa Pak Aritonang, sebab-akibat. Seseorang yang
berakhlak mulia pasti beriman dan bertakwa. Seseorang yang beriman dan bertakwa
mestinya berakhlak mulia jadi salah satu harus dipilih kalau toh harus ditambahkan.

Nah, atas dasar itu sebetulnya fraksi kami, yaitu F-PDKB, terbuka nanti untuk
mendiskusikan kembali. Apakah mau dicantumkan mencerdaskan kehidupan bangsa
di tambah salah satu iman dan takwa berakhlak mulia atau cukup tanpa karena
dengan dikatakan diatur dengan undang-undang. Dan tadi kalau tidak salah Pak
Zaenal Arifin sudah menyebutkan dalam undang-undang justru sudah dijabarkan
lebih luas lagi. Sebetulnya kepentingan untuk menambah itu tidak ada, tapi sekali lagi
kami terbuka kalau memang ada penekanan, tapi marilah penekanan itu jangan
menimbulkan satu pengertian yang tumpang tindih. Karena itu justru akan
mengurangi seolah-olah kalau mencerdaskan kehidupan bangsa dan berakhlak mulia
seolah-olah kehidupan yang terjadi itu tidak berakhlak mulia. Ini yang persoalan-
persoalan yang nanti bisa kita diskusikan.

MenyangkutAyat(4).

Ayat (4) ini persoalannya memang pada persoalan angka kuantitatif diperlukan
atau tidak fraksi kami melihat bahwa memang tidak seorangpun sebagaimana
dikatakan oleh Pak Astawa atau teman-teman yang lain bahwa tidak seorang pun di
antara kita menyangkal betapa pentingnya pendidikan itu diperhatikan pada masa-
masa sekarang terutama. Tetapi ketika kita lalu berbicara perlunya mencantumkan
angka secara kuantitatif di dalam Undang-Undang Dasar, persoalannya menjadi lain.
Kalau tadi dikatakan ada teman-teman yang ke daerah-daerah mengatakan bahwa di
perguruan tinggi pada umumnya setuju. Tapi justru pengalaman saya atau kelompok
kami ke Hasanuddin justru menolak adanya angka kuantitatif dengan perhitungan-
perhitungan akademik. Apalagi sekarang ini sedang dibahas rancangan Undang-
Undang perubahan Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 2 tahun
1989 yang kabarnya hari ini sedang berangkat ke Kopo juga untuk menyelesaikan dan
di sana juga ditolak adanya kuantitatif. Angka kuantitatif untuk pendidikan.

Artinya rekan-rekan kita yang di fraksi-fraksi di DPR itu sepakat dengan kajian
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yang jauh lebih luas sebetulnya enggak setuju ada angka itu meskipun pada dasarnya
semua sepakat bahwa ini penting. Tapi jangan pakai angka. Karena konsekuensi-
konsekuensi yang dari saat ke saat tergantung sangat kepada kondisi keuangan Kkita.
Ini menjadi sangat berbahaya begitulah. Karena itu tidak dicantumkan, di dalam RUU
yang sedang dibahas pun ditolak. Jadi karena itu menurut saya mungkin sebaiknya
bukan mungkin tapi fraksi kami memilih alternatif 1 sebaiknya tidak usah
dicantumkan.

Mengenai Ayat (5).

Ayat (5) memang juga persoalannya alternatif 1 dan 2 ini hanya dibedakan
karena ada tambahan kata-kata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Pada dasarnya saya kira tidak ada di antara kita yang menolak bahwa pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
agama. Semua sepakat. Tapi sekali lagi marilah kita secara berhati-hati karena ini
merupakan sekali lagi Undang-Undang Dasar. Marilah kita secara berhati-hati
merumuskannya, apakah memang tepat kita katakan dapat kita tambahkan kata-kata
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama di sini.

Mengapa, karena pada hemat kami, pertama ilmu pengetahuan dan teknologi
itu bertolak dari prinsip kebenaran akademik. Kebenaran akademik yang dari saat ke
saat bisa berubah tergantung fakta dan data yang secara akademik bisa
mendukungnya. Lalu kita memperhadapkan dengan prinsip agama yang bertolak dari
kebenaran illahi bersifat dogmatik.

Nah, kalau kita bicara bahwa ilmu pengetahuan tehnologi tidak boleh
bertentangan dengan nilai agama maka tentu akan lebih luas karena di samping
dogma ada nilai-nilai agama juga yang lebih luas lagi yang sangat bergantung kepada
perkembangan teologi agama masing-masing. Sehingga sangat berbahaya bahwa ilmu
pengetahuan teknologi menjadi tidak berkembang.

Saya sepakat kalau dikatakan kita tidak setuju dengan teknologi terapan
kloning. Tetapi mempelajari, mengembangkan ilmu kloning tidak boleh dilarang.
Karena itu pengembangan ilmu, saya setuju bahwa kita mempersoalkan teknik bayi
tabung. Ketika terjadi, kalau tidak salah pernah terjadi di Australia, seorang suami
isteri menitipkan sperma dan sel telur kepada ibunya, ibu dari si isteri kepada
mertuanya begitu. Nah, anak ini ketika lahir dia manggil apa nenek atau ibu yang
melahirkan. Ini persoalan dari segi agama dari segi nilai-nilai. Tetapi teknologi dan
ilmu pengetahuan tentang bayi tabung tidak boleh dicegah. Ini kan yang harus kita
hati-hati.

Karena itu saya lebih melihat bahwa pembatasan-pembatasan semacam ini
sebaiknya kita tuangkan di dalam undang-undang yang bersangkutan apakah itu
menyangkut undang-undang teknologi terapan atau dalam rangka pengembangan
ilmunya di mana kita memang harus berkembang.

Satu contoh yang terakhir yang saya sampaikan. Saya kira kita semua
menyadari mengapa dulu Galilea-Galileo dipenggal kepalanya oleh gereja. Karena dia
menemukan bahwa dunia bulat, padahal pada waktu itu gereja mengatakan dunia itu
seperti meja. Karena dia mengatakan dunia bulat dipenggal kepalanya. Ini kan
perkembangan teologi yang harus juga kita perhatikan di dalam kerangka kita
mencantumkan ini.

Karena itu sekali lagi kami memilih alternatif 1 dengan catatan bahwa
pemahaman tentang batasan-batasan nilai agama yang tidak boleh dilanggar itu
sebaiknya kita terapkan pada undang-undang demi undang-undang sesuai dengan
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persoalan yang kita hadapi.
Sekian dan terima kasih.

18. Ketua Rapat: Harun Kamil
Terima kasih Pak Seto... berikutnya....

19. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Pak Ketua boleh saya interupsi sedikit. Saya tadi memberikan contoh “kloning”
itu untuk manusia. Jadi khusus untuk manusia, soal kloning-nya tidak ada persoalan.
Terima kasih.

20. Ketua Rapat: Harun Kamil
Clear. Berikutnya Pak Anthonius Rahail.

21. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan, Bapak, Ibu PAH [, dan hadirin yang kami hormati.

Menurut program kita bahwa amendemen yang sekarang ini adalah yang
terakhir sedapat mungkin ini yang terakhir. Dan karena itu dalam penyerapan
aspirasi masyarakat, khususnya terhadap Pasal 31 Bab XIII ini banyak hal-hal yang
dari fraksi kami menerima dan berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini ingin kami
dikemukakan bahwa ada usulan-usulan yang coba kami rangkum di dalam usul pasal
yang akan kami sampaikan.

Sebelum rumusan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 yang
dicantumkan di dalam Tap MPR Nomor XI/MPR /2001 terasa belum cukup lengkap
sehabis sana-sini belum dicantumkan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal kenyataannya
selama ini partisipasi masyarakat itu dari taman kanak-kanak sampai dengan
perguruan tinggi itu terasa sekali manfaatnya.

[tu kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara dan di dalam konstitusi kita
pada waktu yang lalu itu belum tercantum. Oleh karena itu, bagi kami terasa bahwa
hal ini perlu kita cantumkan di dalam konstitusi sehingga itu sekaligus merupakan
cantolan bagi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Sebagai cantolan tersebut, kami usulkan agar peluang hak dan kewajiban
masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dicantumkan dalam Pasal 31 Ayat (2)
dengan rumusan yang kami usulkan “penyelenggaran pendidikan merupakan hak,
tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara secara individual maupun
bersama-sama dan pemerintah, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Pencantuman rumusan seperti ini sekaligus merupakan pengakuan negara
terhadap peran serta keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
yang memang selama ini sudah Kkita rasakan.

Berkenaan dengan penambahan yang tadi kami usulkan, maka rumusan Ayat
(2) menjadi Ayat (3) rumusan Pasal 31 Ayat (2) rancangan perubahan menjadi Ayat
(3), dapat kami terima sepenuhnya. Sedangkan terhadap rumusan Ayat (3) rancangan
menjadi Ayat (4), fraksi kami lebih memilih alternatif 1 yakni, “Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur
dengan undang-undang".

Rumusan Ayat (4) menjadi Ayat (5) fraksi kami memilih alternatif 2, yakni
“negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan dari Anggaran Pendapatan Daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”,
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Terhadap hal ini tadi telah banyak disampaikan oleh teman-teman bahwa ada
hal yang paling dikhawatirkan ketika Pemerintah tidak mencantumkan di dalam
APBN atau APBD angka 20% dari keseluruhan itu, maka itu memberi peluang untuk
Presiden di-impeach atau pun Gubernur dan Bupati. Tentu ini satu kekhawatiran satu
ketakutan. Tapi bagi kami bahwa pendidikan itu adalah pondasi kalau kita mau
berkembang, nyatanya sekarang kita bangsa yang tertinggal dari bangsa-bangsa yang
barangkali kita merdeka lebih awal dari mereka. Kemampuan kita akan sumber daya
alam pun jauh lebih besar, tapi keterbatasan kita dalam dunia pendidikan akhirnya
kita menjadi yang tertinggal.

Oleh karena itu, dengan dicantumkannya 20% di dalam konstitusi bagi
pendidikan, bagi kami hal ini adalah baik kalau kita mau mengatasi kesulitan-
kesulitan yang sekarang kita alami. Lebih daripada itu kenyataan menunjukan bahwa
masyarakat kita sudah 56 tahun merdeka, sebagian besar hidup di bawah garis
kemiskinan.

Itu satu kenyataan. Kalau konstitusi ini tidak mencantumkan angka 20% bagi
pendidikan barangkali tidak banyak kita harap masyarakat Indonesia akan maju
sesuai dengan harapan Kkita.

Selanjutnya mengenai rumusan Ayat (5) menjadi Ayat (6).

Fraksi kami memilih alternatif 1 dengan menambahkan kata-kata, "Serta
kesejahteraan umat manusia” Sehingga rumusan menjadi seperti berikut,
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban
dan persatuan serta kesejahteraan umat manusia’. Penambahan kata-kata "Serta
kesejahteraan umat manusia,” dimaksudkan sebagai orientasi bahwa kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi haruslah untuk kesejahteraan umat manusia bukan hanya
untuk kemajuan peradaban dan persatuan. Jika hanya untuk kemajuan peradaban dan
persatuan, tetapi tidak membuat sejahtera umat manusia, maka kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi itu belum lengkap manfaatnya.

Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada session ini.

Terima kasih.

22, Ketua Rapat : Harun Kamil
Terima kasih Pak Antonius Rahail, F-KKI.
Berikutnya pembicara yang ke 10 Pak Soedijarto, saya persilakan.

23. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan, dan anggota yang saya hormati.

Sebagai anggota yang mewakili unsur kependidikan saya sangat senang sekali
karena nampaknya kita seirama untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian yang
penting dalam pembangunan negara bangsa. Dan saya kira, saya memandang Pasal 31
dan 32 sangat erat hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena saya kira tidak ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu
menyebut bangsa seperti dengan Pembukaan kita.

Kita mulai dengan "Kemerdekaan hak setiap bangsa.” Kemudian ada, "supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas,” dan “Melindungi segenap bangsa,”
"Mencerdaskan kehidupan bangsa,” dan "Kemerdekaan kebangsaan” disusun dalam
Undang-Undang Dasar.
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Tetapi, kenyataan menunjukan bahwa pada kita waktu proklamasi yang sadar
seperti itu hanyalah mereka yang pendidikannya adalah pendidikan yang dulu
disebut pendidikan Belanda. Yang sekolahnya di Holand Inlandsche School, HIS,
MULO, AMS, Europesche Lager School, HBS dan Perguruan Tinggi.

Di luar itu mereka hanya kenal Jawa ya Jawa dan ada luar Jawa. Karena mereka
yang orang desa itu sekolahnya pakai bahasa Jawa tulisan Jawa, orang Bugis pakai
bahasa Bugis. Nah, karena itu maka ada menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional dan dalam diskusi saya dengan Tim Ahli di luar sidang setelah saya katakan
mana ada terjadi proses hanya pengajaran even di sekolah.

Kalau kita mengajar Matematika, maka bukan hanya kemampuan menghitung
tapi the logic and the attitude yang berkembang kalau pengajarannya baik. Itulah
pendidikan sebenarnya. Dan istilah pendidikan memang menjadi mendunia dalam
rangka membangun negara kebangsaan sejak Abad 18. Tadi betul oleh Pak Seto
bahwa the founding fathers waktu mereka sekolah itu masih ada keluarga yang utuh.
Tidak hanya sekolah walaupun mereka memang uprooted feom the loci authority
karena mereka tidak ada yang sekolah, berangkat sekolah dari rumah. Soekarno,
Hatta, Syahrir, Natsir, semua tidak ada yang sekolah apalagi pada waktu di AMS,
sekolah tidak berangkat dari rumah, sekolah ya sekolah. Fully educated di dalam
sekolah itu. Sehingga kawan-kawan Tim Ahli mengatakan “kalau begitu diganti saja
Pak, pendidikan sekolah. Seperti perumusan di Undang-Undang Dasar Jerman “The
entire school education is”, begitu. ... memberikan pengajaran di pendidikan sekolah.
Tapi apakah kita perlu seperti itu walaupun sudah jelas pendidikan, maksud saya
pendidikan yang mana begitu.

Karena itu kami pertama dari F-UG ingin Babnya tetap, Pasal 1 tetap, tetap
seperti yang rumusan baru ini yaitu pendidikan.

Hanya mengenai Pasal 3, kami ingin isi Pasal 3 itu bagian Pasal 2. Ayat (3) itu
menjadi Ayat (2) karena Ayat (2) itu lebih khusus daripada Ayat (3) itu. Ayat (3)
tentang sistem pendidikannya. Ayat (2) mengenai wajib belajarnya tapi nantinya
seperti itu.

Problematik, apakah perlu dalam ayat itu ada rumusan tentang tujuan
pendidikan. Itu kalau seperti ini tidak utuh karena hanya akhlak dan cerdas. Kejadian
banjir di Jakarta menjadikan saya bertanya, mengapa bangsa Indonesia begitu
dependent on others. Ada seorang pemuda umur 18 tahun karena banjir tidak bisa
turun dari atap. Padahal, kata seorang kawan, hadist nabi mengatakan seorang lelaki
harus bisa berenang, naik kuda, dan memanah. Tapi di Indonesia tidak ada yg bisa
berenang, semua menunggu orang lain.

Kejadian peristiwa tenggelamnya kapal di ujung barat itu, yang survive itu orang
asing, yang tiga hari sampai bisa ditolong, yang lain tidak menunggu waktu. Maksud
saya kalau mau merumuskan tujuan itu harus ada survivelness itu. Fisiknya itu harus
baik, moralnya baik, cerdas, dan spartan. Ini tidak ada.

Jadi akibatnya kalau pesawat terbang jatuh, dulu juga satu minggu semua sudah
mati semua, survivel-nya itu rendah. Apakah ini tidak perlu, mungkin perlu di undang-
undang, apakah perlu di sini, begitu maksud pertanyaan saya. Kalau tidak lengkap
akibatnya nanti Undang-Undang Dasar kan hanya mengenai akhlak, bukan akhlak
tidak penting, hanya saja..., jadi kalau dia physicaly tidak sehat dan tidak fit itu tidak
salah wewenang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Tadi perlu kita bahas apakah
perlu itu.

Mengenai anggaran belanja negara. Saya kira Cides mempertanyakan perlu
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prosentase anggaran atau prosentase Gross Domestic Product. Kalau tradisi
Internasional seperti Unesco, ini Gross Domestic Product (GDP). Jadi, di sana 4%
Gross Domestic Product (GDP). Karena negara yang makin menjadi fiee market,
anggaran belanjanya itu rendah. Kalau 20% dari yang rendah, ya rendah, tapi kalau
4% GDP itu termasuk semuanya itu. Pertanyaannya, apa tidak mengikat Pemerintah?
Mengapa kita takut pemerintah terikat? Pertanyaan ini saya ajukan karena tanggung
jawab Pemerintah berbeda antara negara dengan negara. Kita mengaku welfare state,
bahkan tendensi ke sosialis dulunya itu. Kalau serta dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mengapa tanggung jawab utamanya tidak
diurus, yaitu pendidikan. Pendidikan ini tanggung jawab utama disebut dalam Pasal
31 Ayat (2).

Karena itu saya kira, daripada kita tidak pernah berhasil meyakinkan
pemerintah termasuk DPR bahwa pendidikan itu penting, seperti kata Pak Ali Hardi
Kiaidemak, itu investment fix the future, maka kalau kita tetapkan di sini, itu akan
mendorong pemerintah, siapa pun presidennya, Rancangan Anggaran Belanja itu
diletakkan dulu pendidikannya, yang lain sisa-sisanya. Bagaimana cara mencari
sisanya, itulah kehebatan dia. Jangan karena takut nanti dia terbelenggu, akibatnya
jangan dirumuskan. Jadi, saya menganggap perlu dirumuskan, tapi nanti tolong
dipikirkan lagi oleh ekonom, mana yang lebih baik ukurannya PDB atau Anggaran
Belanja Negara.

Kemudian mengenai Iptek.

Memang kami merasa sedih. Kita mengenal perguruan tinggi/ilmu pengetahuan
itu sejak tahun 1920. Sudah 82 tahun umurnya, tapi produksi ilmu pengetahuan di
Indonesia itu tidak ada artinya. Kita adalah negara pinggiran dalam Iptek, kita paling-
paling jadi merakit, bukan menemukan, bukan mengembangkan, padahal Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1989 menetapkan, antara lain, mengembangkan dan
menciptakan ilmu pengetahuan dan seni, tetapi tidak berbunyi apa-apa itu.

Karena itu sejarah peradaban menunjukkan tadi Pak Seto menyebut, kawan-
kawan yang lain menyebut. [lmu Pengetahuan itu bangkit setelah ada Renaisance,
setelah Dark age, gereja menguasai semua kehidupan, itu dilepaskan. Karena itu kalau
kita memberikan kesempatan Iptek jangan ditakut-takuti, “tidak bertentangan
dengan’, itu namanya ditakut-takuti. Nantinya, kita kan negaranya sudah ada
dasarnya, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau ternyata bertentangan, kita ingatkan,
tapi jangan belum research, sudah jangan, jangan, nanti tidak ada kemajuan.

Saya setuju bahwa jangan sampai terlalu jauh, baru tadi dikatakan mungkin di
undang-undang, tapi jangan di Undang-Undang Dasar. Intinya orang-orang ilmu
pengetahuan itu tidak mau dihalangi, ada otonomi ilmu pengetahuan sebenarnya itu.
Pengetahuan maju kalau diberi otonomi, bukan diberi rambu-rambu supaya jangan
itu, jangan ini. Tetapi, dampaknya bisa dihalangi itu tidak boleh, ini tidak boleh, tapi
jangan belum berbuat sudah diberi peraturan larangan.

Ini yang ingin kami sampaikan. Ada dua hal yang saya ingin pertanyakan pada
kawan-kawan. Pertama, kita itu terus-terusan dihadapkan pada kontroversi.
Pemerintah itu memperlakukan swasta seperti apa? Kalau ada menteri yang begitu
heavy to swasta, ada menteri yang swasta itu orang lain. Di negara lain kalau ada
Undang-Undang Dasar menyebut demikian meski menetapkan, di mana kewenangan
swasta dan di mana duduknya pemerintah, kita tidak ada. Jadi, pendulumnya itu
tergantung the style ofithe minister, apakah tidak perlu?

Undang-Undang Dasar Jerman mengatakan swasta diberi kesempatan
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sepanjang dapat mengadakan yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Karena
memang Undang-Undang Dasar Jerman mengatakan, "the entire school system is under
supervision of state”. Yang berikut tentang guru dikatakan, "kalau ada sekolah yang
tidak mampu memberikan dukungan kesejahteraan pada guru, maka sekolah itu
ditutup”. Berarti jangan sampai ada yang mendirikan sekolah, tiba-tiba tidak bisa
menggaji guru, ke di mana itu diatur? Banyak sekolah, setelah muridnya sedikit dan
income-nya dasarnya uang murid, gurunya itu digaji sesuai income. Di mana itu
diatur? Tentang perlindungan guru, bukan perlindungan supaya jangan dimarahi
orang tuanya, perlindungan kesejahteraan guru.

Yang terakhir mengenai perguruan tinggi.

Ini terkait dengan Iptek itu. Di negara Jerman memang dikatakan, "Pemerintah
Pusat memberikan rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan tinggi”. Ini
masalahnya sekarang banyak Pemda yang mempunyai bagian pendidikan tinggi.
Sedangkan yang mengurus itu belum pernah sekolah tinggi betulan. Sekolah tinggi
betulan itu sekolah yang baik, tapi mau mengurus pendidikan tinggi.

Nah, pertanyaan saya mengenai tiga hal tadi swasta, guru, dan pendidikan
tinggi. Perlukah undang-undang mempersoalkan itu? Ini karena dalam perjalanan ke
daerah-daerah, itu memang jarang yang keluar dari bahan yang kita kirim. Jadi, tidak
berpikir tentang dimensi lain yang sebenarnya dalam praktek itu menjadi soal. Yang
seolah-olah mengapa harus hanya negeri yang dibiayai? Ini kan tidak ada jawabnya.
Mengapa harus negeri, bahkan negeri pun suruh cari uang sendiri, juga tidak ada
jawabnya. Landasan konstitusionalnya mana? Bahwa ada Perguruan Tinggi yang
negeri, tapi suruh cari uang sendiri, akibatnya masyarakat harus bayarnya seperti
bayar sekolah swasta. Ini perlu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Saya tidak tahu
apakah DPR membahas Undang-Undang Pendidikan yang baru itu, mempersoalkan
soal-soal seperti itu.

Saya kira Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati sekian dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat: Harun Kamil
Wa ‘alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih, Pak.
Untuk berikutnya Pak Luthfi.

25. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu "alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara, kita sekarang masuk kepada pembicaraan tentang Pendidikan dan
Kebudayaan, Bab XIII. Kita berbicara tentang sumber daya manusia. Satu bangsa akan
menjadi besar, maju, dan berperan di dunia ini karena dia punya potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia. Baik dalam skalanya, kuantitasnya maupun
kualitasnya.

Kalau perkara sumber daya alam kita tidak bicara, itu takdir, tiap negara
diberikan. Yang lautan, yang mengandung minyak dan sebagainya. Tetapi, sekarang
kita berbicara tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini, ini harus
dibentuk oleh bangsa itu sendiri.

Nah, sejarah perkembangan bangsa Indonesia, saya nggak bosan-bosan
menyebutkan, kita sekarang ada di dalam kondisi di mana sumber daya manusianya
paling terpuruk. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, ini bisa sudah termasuk bangsa bebal.
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Ini saya ulangi, ini di dunia ini jumlah bangsa 174 termasuk Nigeria dan Congo. Ini
kita kembali, kita ternyata untuk pendidikannya kita nomor 105. Sumber daya
manusia itu ada masalah kecerdasan, ada masalah akhlak tadi. Akhlak sudah kita
bicarakan, nanti kita akan bicara lagi.

Pada waktu kita mengadakan "asmas’, itu Indonesia adalah negara nomor dua
terkorup di Asia, dan nomor tiga terkorup di dunia. Sekarang sudah terkorup nomor
satu di Asia, entah masih nomor dua di dunia atau sudah meloncat jadi nomor 1 juga
di dunia.

Jadi, saya kira pemimpin bangsa Indonesia harus melihat ini. Harus melihat, apa
usaha kita untuk mengerem ini. Tentu dengan Pasal 29 yang akan kita bicarakan lagi
nanti, sudah kita bicarakan kemarin. Sekarang kita bicara Pasal 31.

Jadi ini sumber daya manusia ini kita melihat banyak bangsa yang sumber daya
alamnya tidak cukup, tidak banyak, kayak Jepang umpamanya. Tetapi kalau sumber
daya manusianya dia unggul, dia pun bisa. Orang yang sumber daya alamnya banyak,
kayak Indonesia, kalau sumber daya manusianya rendah, dia ekspor juga bukan
ekspor roti, ekspor terigu, kayu dikirim, bukan barang yang.. Karena apa? Karena
sumber daya manusianya juga tidak cukup tinggi.

Nah, ini adalah kondisi kita hari ini, rasanya tidak mungkin lebih anjlok lagi
daripada itu. Sekarang ini kita dalam keadaan nadir kalau menurut saya. Nah, kita
sudah membahas masalah ini, Tim Ahli sudah bicara, kita sudah berbicara, "asmas”
yang lalu pun sudah berbicara, kita merumuskan ini. Kalau ada second thought
tentang apa yang dikatakan Tim Ahli itu ternyata memang ada benarnya, baik kita
bicara.

Saya sekarang ingin menyatakan sikap dan beberapa alasannya. Jadi, kami Pasal
31, judul nanti. Jadi, sepakat Pasal 31 Ayat (1) seperti ini. Juga sepakat untuk Ayat (2)
Pasal 31 itu seperti ini. Memang itu sudah kita sepakati, belum ada second thought,
kecuali judul nanti.

Tentang alternatif 2, kami menganggap, jadi begini, memang kita perlu
memasukkan hal-hal yang ideal, bukan alasan kalau kita katakan, orangnya ‘kan tidak
bisa melaksanakan Kitab Suci dibikin yang terbaik, tidak disebutkan toh orang-
orangnya pada nggak bisa melaksanakan, dikurangi saja yang bisa dilaksanakan,
tidak. Yang ditulis di Kitab Suci adalah kebenaran yang harus dicapai. Tidak ada
alasan kita bikin, kurangi sajalah toh orangnya tidak bisa mencapai, tidak. Kitab Suci
dibikin, Undang-Undang Dasar pun harus begitu.

Jadi, alternatif 3 kami sepakat untuk Ayat (3) kami sepakat untuk Ayat (3)
alternatif 3, itu disebutkan. Karena kami berpendirian ilmu pengetahuan dan
teknologi itu tidak value fi-ee. [lmu pengetahuan, terutama teknologi itu, value loaded.
Penuh dengan nilai-nilai. Saya tidak menganut aliran bahwa ilmu pengetahuan itu
value fiee. Ilmu ekonomi juga ada nilai-nilai.., jadi nilai itu harus dimasukkan. Karena
itulah, pemasukan di sini, itu dengan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan
teknologi itu tidak value firee. Karena itu, value harus dimasukkan, di mana? Tentu di
Undang-Undang Dasar, tentu ini bukan Kitab Suci, tetapi dibuat yang terbaik.

Ayat (4), kami juga sepakat untuk alternatif 2. Nah, memang setelah ada
"asmas’, jadi perkara di., saya dengarkan Menteri Keuangan, Pak Boediono, "wah
berat ini, kok dimasukkan, susah kita”. Saya ngerti kalau perkara itu. Tetapi buat saya
justru keputusan yang cerdasnya itu adalah karena dia., kalau Malaysia mengatakan
bahwa waktu itu dia tertinggal dari Indonesia. Keputusan yang diambil oleh dia
mengatakan 20% merupakan keharusan. Itu keputusan yang cerdas sehingga dia
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akhirnya sekarang memang di depan. Kita termasuk bangsa bebal tadi itu karena 20%
enggak disebut saja kita tahu.

Jadi saya bilang keputusan memasukkan 20% apalagi kalau kita ini termasuk
bangsa yang bangsa bebal ini. Satu bangsa analoginya dengan keluarga. Kalau
keluarga itu miskin dan agak bodoh ketimbang tetangga-tetangganya. Keluarga itu
harus menempatkan biaya pendidikan dalam prosentase lebih tinggi bahkan daripada
bangsa yang keadaan lebih maju untuk nguber. Jadi logikanya, kacau ini.

Kalau kita pun negaranya miskin dan bodoh, nggak mau ke sini susah nanti.
Tidak bisa, justru harus. Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang bisa
mengangkat bangsa ini untuk tidak menjadi bangsa yang bebal dan terkorup itu.
Bahwa dia nggak sanggup, minggir diganti orang lain. Jadi begitu sikap kita. Jadi kita
tetap 20% memang harus dicantumkan. Memang second thought pada waktu, para
ekonom mengatakan sebetulnya barangkali lebih baik, 4% jadi GDP. Saya pun setuju
itu. Jadi kalau rumusannya itu barangkali lebih baik 4% dari GDP. Saya terbuka yang
mana itu. Kemudian.., 4% dari GDP, cukup itu, kurang lebih sama dengan 20%,
sekarang kurang lebih.

Nanti kalau GDP kita besar sekali, mungkin ini betul-betul. Tetapi yang
proporsional itu dari GDP. Sebab GDP itu hasil seluruhnya. Termasuk sumber daya
alamnya, segala macamnya itu. Karena waktu tahun 1928, kita termasuk bangsa yang
pintar, yang terdidik itu para orang tua kita. Tetapi waktu itu hutan belum gundul,
hutannya masih penuh. Sekarang hutan sudah gundul, hutangnya sekian, minyak pun
tahun 2005 akan habis. Jadi kita ini, sumber dayaalam kita pun berkurang.

Kalau sumber daya manusianya tidak ditata dari mulai sekarang, kita akan
menjadi bangsa bebal dan terbelakang. Dan mungkin hilang dari sejarah
kemanusiaan. Artinya ada, tetapi perannya itu yang nomor 104, atau 172 dari 174.
Kita kan tidak mau untuk itu.

Kemudian demikian juga, karena sikap tidak value fiee tadi. [Imu pengetahuan
dan teknologi memang tidak boleh bertentangan dengan agama. Kalau menurut
pandangan kami, tidak ada sedikitpun agama menghalangi ilmu pengetahuan dan
teknologi, bahkan kalau dibaca ajaran Islam sekurang-kurangnya, itu justru
mengharuskan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab itu saya kira
banyak tulisan itu, pokoknya.. Bouquette mengatakan hal seperti itu. Jadi kami setuju
untuk dimasukkan alternatif 2. Justru karena kita sangat bertanggungjawab. Kita
ingin mengajak yang lain juga berpikir ke depan semacam ini.

Terima kasih.

Wassalaamu “alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat: Harun Kamil

Wa ’alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.,

Terima kasih Pak Luthfi. Istilah bangsa bebal ini dari Pak Luthfi. Kita menginjak
kepada pembicaraan yang lebih luas, Pak Soewarno.

27. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu "alaikum war ahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara sekalian, sudah banyak teman-teman tadi mengulas dan juga
menyimpulkan sikap masing-masing terhadap pembicaraan Pasal 31 ini. Kami juga
mau memulai pertama-tama dari judulnya sendiri. Karena di sini mungkin tafsir kita
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dari generasi ke generasi terhadap judul ini agak berlainan. Judul yang kita pernah
rumuskan adalah Pendidikan dan Kebudayaan.

Di dalam membahas masalah kebudayaan, perlu kami singgung sedikit bahwa
pengertian kebudayaan itu ada yang menafsirkan dekat-dekat dengan kesenian.
Tetapi juga kalau kita lihat, proses perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia
ini, kebudayaan juga bisa ditafsirkan dekat-dekat dengan peradaban. Artinya hasil
olah pikir, hasil olah budi umat manusia yang terakumulasi dari satu generasi ke
generasi itu terkumpul dalam bentuk himpunan ilmu pengetahuan. Ini semacam
kumpulan pengetahuan yang namanya peradaban.

Lantas, tiap tahap generasi punya kewajiban mentransformasikan, mengalihkan
pada generasi berikut supaya menguasai apa yang telah dicapai generasi yang lalu.
Dan bahkan bukan hanya menguasai, dia harus punya kemampuan mengembangkan
supaya terjadi kemajuan.

Oleh karena itu, sebenarnya dua konsep ini, yaitu penyampaian akumulasi
daripada olah budi manusia dari generasi-generasi ke generasi berikut itu,
penyampaiannya lewat yang namanya pendidikan. Ini perlu jelas karena di dalam
mengomentari ini memang sejak dulu terjadi tafsir yang agak berbeda. Yaitu
menafsirkan kebudayaan sebagai seolah-olah berbau kesenian saja dan kebudayaan
sebagai himpunan atau akumulasi daripada penemuan-penemuan dan
pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa pendidikan ini punya peran mengalihkan
akumulasi ilmu pengetahuan itu, maka memang tepat bahwa dua judul itu berangkai,
antara pendidikan dan kebudayaan. Dan tafsir pendidikan itu sendiri pun banyak
sekali, seperti sudah disinggung oleh Pak Soedijarto, kalau tidak salah. Bahwa
misalnya dalam tafsir /ive long education (pendidikan seumur hidup), itu justru tidak
mengkotak-kotakan semacam itu. Pendidikan di sekolah itu hanya yang
menyampaikannya secara sistematis, menurut metode tertentu, dengan diatur, maka
pendidikan di sekolah.

Tetapi ternyata majunya umat manusia, orang itu tidak hanya semata-mata
lewat pendidikan sekolah. Karena itulah pada waktu Dewantoro setelah sekolah
pendidikan di negeri Belanda, di dalam mendirikan taman siswa, dia mengatakan
trikon (tiga konsentrasi), yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya
berperan. Anak-anak kita itu bertumpu bukan semata-mata dipengaruhi oleh hasil
belajar di sekolah. Dia justru lebih besar dipengaruhi oleh faktor hidupnya di
masyarakat. Kalau secara keseluruhan pengembangan kepribadiannya, dia
dipengaruhi oleh kehidupannya di keluarga.

Tiga pusat pendidikan ini saling menunjang di dalam mencapai pendidikan
manusia itu. Dalam pemikiran yang semacam itulah, rupanya dulu para the founding
fathers kita, mencantumkan salah satu tujuan kita mempunyai negara. Salah satu
tujuan kita merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat idealistis. Tidak
terpikirkan untuk apa, tetapi ingin bahwa bangsanya setelah merdeka nanti adalah
bangsa yang menguasai banyak ilmu pengetahuan, baik bangsa yang memiliki
ketrampilan dan kemampuan. Karena itulah, rumusannya lantas idealistis.

Secara singkat kemudian ditampung di dalam Pasal Undang-Undang Dasar Ayat
(1), Ayat (2) itu. Hal ini akan lebih jelas sikap idealistis pada para pemikir bangsa di
masa lalu itu apabila kita lihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954. Setelah
dicantumkan dalam Preambule dalam bentuk kalimat singkat, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dicantumkan dalam Pasal 31 dalam dua ayat. Maka dalam Undang-
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